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EVALUASI PNPM-PISEW
PADA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN (KSK)




Dalam upaya penguatan masyarakat lokal, perbaikan pengelolaan pemerintahan daerah dan
percepatan pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan, program PNPM-PISEW tidak dapat
dilepaskan dari “pengembangan komoditas unggulan” dan “pemilihan kawasan prioritas”. Dua
jenis prioritas itu dicanangkan semata demi efektivitas pengembangan. Dalam rangka
pengembangan 2 jenis prioritas tersebut, pemerintah menyediakan bantuan teknis serta bantuan
stimulus infrastruktur sosial dan ekonomi dasar pedesaan yang diharapkan dapat mendukung
upaya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Selain itu, masyarakat diberi
akses dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan sampai tahap pengawasan dan pemeliharaannya.
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan PNPM-PISEW di desa-desa lokasi penelitian di
wilayah Kawasan Strategis Kabupaten, Kecamatan Sengah Temila, termasuk keadaan sosial
ekonomi masyarakat sesudah PNPM-PISEW dilaksanakan, dan memetakan faktor pendukung
sekaligus faktor penghambatnya. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi
pemberdayaan Fujikake. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan
pengumpulan data menggunakan survai, kuesioner dan wawancara. Sikap dan cara pandang
warga 3 desa lokasi penelitian terhadap pelaksanaan program PNPM-PISEW cukup baik. Sikap
dan cara pandang itu secara umum bukan dipengaruhi oleh jenis suku bangsa, kelamin, tingkat
ekonomi ataupun kelompok umur, melainkan oleh tingkat pendidikan dan pola pergaulan. Makin
terdidik seseorang dan apalagi disertai sikap terbuka dalam pergaulan, akan semakin baik sikap,
cara pandang dan partisipasi mereka terhadap pelaksanaan program yang dibicarakan ini.
Pelaksanaan program ini di 3 desa lokasi sasaran secara umum telah berlangsung sesuai dengan
rencana. Evaluasi dari sisi hasil memperlihatkan, secara fisik telah dibangun tidak kurang dari 9
Km jalan dan jembatan di 3 desa yang dimaksud, selama 5 tahun program. Sementara secara
moral, warga desa telah mendapatkan pencerahan tentang pembangunan partisipatip dan
penyadaran pentingnya rasa memiliki dan memelihara hasil jerih payah yang mereka bangun.
Betapapun, pencapaian itu belum sepenuhnya memuaskan. Pencapaian tadi, bagaimanapun juga
telah memberi dampak positip terhadap kesadaran politik warga, yakni tumbuhnya rasa tanggung
jawab yang lebih besar terhadap pembangunan dan kesadaran akan prestasi dan prestise diri yang
semestinya diperhitungkan oleh pihak luar.
Kata-kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Metode Evaluasi Pemberdayaan Fujikake
1. PENDAHULUAN
Berbagai upaya untuk mengatasi
masalah kesenjangan antar wilayah,
terkait dengan kemiskinan dan
pengangguran, telah lama dilakukan
oleh pemerintah melalui berbagai
kebijakan dan program nasional.
Dimulai pada  tahun 1994, pemerintah
mencanangkan program
pemberdayaan masyarakat yang
diarahkan pada upaya pembangunan
wilayah.
Rendahnya kapasitas fiskal daerah juga
menyebabkan kemampuan daerah menjadi
amat terbatas dalam melakukan pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di daerahnya. Terlebih lagi,
seringkali terjadi perencanaan keuangan
kurang efektif terkait dengan pengalokasian
dana pemerintah di daerah dalam proses
integrasi dengan penggunaan dana
pembangunan daerah.
Menyadari kondisi di atas, dengan berbagai
tantangan yang dihadapi, maka
dicanangkanlah satu model program yang
dikenal dengan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
PNPM Mandiri ditetapkan menjadi wadah
bersama dari beberapa program yang
berorientasi “Community Driven
Development (CDD)” dan “Labor Intensive
Activities (LIA)”, salah satu diantaranya
adalah Program “Pengembangan Infrastruktur
Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)”  yang
juga berada di bawah program PNPM
Mandiri, selanjutnya program tersebut
dikenal dengan sebutan PNPM-PISEW.
Sebagai kelanjutan dan penyempurnaan dari
program sebelumnya, yaitu Pengembangan
Prasarana Perdesaan (P2D), PNPM-PISEW
dikenal juga dengan sebutan Regional
Infrastructure for Social and Economic
Development (RISE), kemudian memasuki
fase ke 2 dengan sebutan Program
PISEW/RISE II (Rural Settlement




ekonomi dengan daerah sekitarnya.
Pelaksanaannya mengikuti mekanisme dan
prosedur pemberdayaan masyarakat. Ia
berfungsi sebagai penyedia infrastruktur
sosial ekonomi dalam skala kecil.
Program ini memiliki 4 ciri khas, yaitu; 1)
Memanfaatkan/memperkuat/ mensinergikan
pelaksanaan program dengan perangkat
regulasi yang ada khususnya Undang-undang
No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang, 2) Memperkenalkan
“Activity Sharing” dalam pembiayaan
program Pemberdayaan Sosial Ekonomi
(PSE) Kabupaten, 3) Menetapkan Kawasan
Strategis Kabupaten (KSK) sebagai upaya
pengurangan kesenjangan wilayah, dan 4)
Memperkuat peran camat selaku pemimpin
pemerintahan dan koordinator pembangunan
di wilayah kerja kecamatan, yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari
Bupati/Walikota. Pembangunan berciri
pemberdayaan masyarakat yang
dikembangkan PNPM-PISEW pada dasarnya
memberi “ruang” dan kesempatan bagi
masyarakat untuk dapat berperan dalam
menggerakkan dan mengerahkan segala
sumber daya (resources) yang dimilikinya.
Dengan kata lain, masyarakat mempunyai
akses dalam pengambilan keputusan,
perencanaan, pelaksanaan sampai tahap
pengawasan dan pemeliharaannya.
Tujuan program ini terarah pada sejumlah
hal, yakni: percepatan pembangunan ekonomi
masyarakat pedesaan yang berbasis pada
sumber daya lokal untuk mengurangi
kesenjangan antar wilayah, pengentasan
kemiskinan, perbaikan pengelolaan
pemerintahan daerah di tingkat kabupaten,
kecamatan, dan desa (local governance),
serta penguatan institusi lokal di tingkat desa.
Pada sasaran PNPM-PISEW ini, arah
kebijakan maupun program yang akan
diupayakan di bidang ekonomi adalah
mendorong pengembangan komoditas
unggulan sebagai motor penggerak dan
menjadi basis dari pengembangan perdesaan
maupun pengembangan wilayah kabupaten
secara umum.
Atas dasar prioritas komoditas unggulan yang
akan dikembangkan tersebut, kemudian
ditetapkan lokasi sebagai kawasan prioritas
untuk pengembangan komoditas tersebut,
sehingga pada PNPM-PISEW disebut
Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
KSK dipahami sebagai suatu kawasan pusat
pertumbuhan di kabupaten yang ditetapkan
oleh pemerintah daerah dengan komoditas
unggulan tertentu. Dengan diberikan stimulan
pelayanan infrastruktur sosial ekonomi,
diharapkan KSK dapat menjadi pemicu
pertumbuhan ekonomi lokal di kawasan
tersebut. Dengan menghubungkan KSK dan
kawasan hinterland lokasi-lokasi
desa/kecamatan PNPM-PISEW, diharapkan
dapat terbangun suatu jaringan sosial
ekonomi kawasan yang dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat setempat untuk
mengurangi tingkat kemiskinan.
Pendelineasian KSK menggunakan prinsip,
antara lain:
a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan,
b. Disusun bersama para pemangku
kepentingan berdasarkan peran dan
kewenangan masing-masing,
c. Mengintegrasikan rencana tata ruang
dengan rencana pembangunan daerah,
d. Disusun berdasarkan kondisi dan potensi
yang dimiliki masing-masing daerah,
sesuai dinamika perkembangan wilayah,
dan
e. Dirumuskan secara transparan, responsif,
efisien, efektif, akuntabel, partisipatif,
terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.
Proses delineasi KSK berdasarkan hasil
Forum Konsultasi antara Tim Koordinasi,
Tim Sekretariat dengan DPRD Kabupaten
Komisi C (Tim Koordinasi PNPM-
PISEW Pusat, 2014).
Di Kabupaten Landak, pada PNPM-PISEW
wilayah KSK/Delineasinya ditetapkan di
Kecamatan Sengah Temila, tepatnya di
Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT),
yang meliputi 6 desa di wilayah Senakin
Komplek, yaitu: Desa Senakin, Tonang,
Gombang, Andeng, Paloan dan Aur Sampuk.
Lokasi penelitian ini sendiri meliputi 3 desa
wilayah KSK tadi, yaitu: Desa Tonang,
Senakin dan Aur Sampuk.
KUAT yang merupakan wilayah KSK
dimaknai sebagai sebuah kawasan yang
diharapkan cepat tumbuh menjadi sentra
agribisnis modern. Adapun hamparan
komoditas unggulan yang telah diprioritaskan
di masing-masing desa di wilayah KUAT
Senakin Komplek adalah pengembangan
pertanian padi dan perkebunan karet.
2. KONSEP DASAR
Pemaknaan dari pemberdayaan meliputi tiga
hal yaitu: pengembangan (enabling),
memperkuat potensi atau daya (empowering),
dan terciptanya kemandirian yang
mempertimbangkan perspektif gender.
Dengan demikian, pemberdayaan tidak saja
terjadi pada masyarakat yang sama sekali
tidak memiliki kemampuan, akan tetapi juga
pada masyarakat dengan daya yang masih
terbatas, sehingga dapat dikembangkan untuk
mencapai kemandirian. Pemahaman
mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa
dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus
pemberdayaan itu sendiri. Karena, pada
hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah
usaha berkesinambungan untuk
menempatkan masyarakat menjadi lebih
proaktif dalam menentukan arah kemajuan
dalam komunitasnya sendiri. Artinya,
program pemberdayaan tidak bisa hanya
dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti
pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus
terus berkesinambungan dan kualitasnya
terus meningkat dari satu tahapan ketahapan
berikutnya.
Bantuan untuk masyarakat dalam kegiatan
PNPM-PISEW  adalah dalam bentuk bantuan
pendampingan dan bantuan dana. BLM
(Bantuan Langsung Masyarakat). BLM ini
bersifat stimulan dan bertujuan untuk
memberikan kesempatan kepada masyarakat
berlatih melaksanakan kegiatan
penanggulangan kemiskinan, dalam hal ini
kegiatan pembangunan infrastruktur dasar di
perdesaan.
Penerima manfaat (beneficiaries) dari
PNPM-PISEW mencakup:
a. Masyarakat desa secara umum;
b. Lembaga Kemasyarakatan
Desa (LKD), seperti Karang Taruna,
kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK);
c. Pemerintah daerah kabupaten,
kecamatan, dan desa terkait.
3. METODE PENELITIAN
Fujikake (2008) mengembangkan empat
langkah dalam mengevaluasi pemberdayaan.
Pertama dengan cara melihat perubahan
masyarakat pada tingkat kesadarannya. Hasil
dari analisis mengenai perubahan tingkat
kesadaran ini dituangkan dalam grafik yang
menggambarkan tingkat perubahan kesadaran
yang diklasifikasikan menjadi 3 yaitu:“sangat
baik”, “telah berubah”, dan “tidak seperti
sebelumnya”.
Gambar 1. Tiga Tipe Hasil Pemberdayaan
Tahap kedua, Fujikake menilai tanggapan
masyarakat dan praktek pemberdayaan
didasarkan pada penilaian terhadap 12
indikator yang merupakan sub-project dari
proses pemberdayaan itu sendiri. Keduabelas
indikator itu, sebagaimana dapat dilihat pada
gambar 2, antara lain: tingkat partisipasi,
penyampaian opini, perubahan kesadaran,
pengambilan tindakan, kepedulian dan kerja
sama, kreativitas, penyusunan tujuan baru,
negosiasi, kepuasan, kepercayaan diri,
keterampilan manajerial, dan pengambilan
keputusan.
Gambar 2. Model Evaluasi Pemberdayaan
Menggunakan 12 Indikator Menurut Fujikake
Tahap ketiga mengelompokkan dan
menghubungkan antar indikator yang telah
dianalisis pada model 2 dan tahap
sebelumnya. Hasil analisis pada tahap ini
dikehendaki akan dapat diungkap grafik
keterkaitan antar elemen dalam
pemberdayaan, yaitu: ekonomi, sosial dan
budaya, kesadaran dan mobilitas.
Gambar 3. Empat Elemen Inti Pemberdayaan
Tahap keempat mengukur tingkatan
pencapaian pemberdayaan itu sendiri, apakah
pengaruh dari proses pemberdayaan itu hanya
pada tataran lokal, regional atau nasional.
Fujikake menggolongkan tingkatan
pemberdayaan menjadi tiga, yaitu micro level
(desa), meso level (kota/wilayah), dan macro
level (nasional). Hasil dari analisis ini
digambarkan dalam grafik tingkatan
pemberdayaan, yang disebut sebagai Model
Fujikake 4, sebagaimana dapat dilihat pada
gambar 4 berikut ini.
Gambar 4. Tingkatan Pemberdayaan
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut hasil analisis, tahapan pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat di PNPM-PISEW,
adalah: tahapan persiapan meliputi sosialisasi
dan pelatihan, tahapan pengadaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa (LKD) oleh Panitia
Seleksi, tahapan konstruksi fisik yang
dilaksanakan oleh LKD dan tahap evaluasi
serta perencanaan tahun anggaran berikutnya.
Tabel 1. Bentuk Tingkatan Pemberdayaan di
PNPM PISEW




1. Pelatihan tenaga Fasilitator
Desa (FD)
2. OJT dan keterampilan
teknis/administrasi lain









1. Pelatihan Adiministrasi dan
Teknis LKD
2. Rapat Persiapan Pelaksanan
Konstruksi (RPPK)
3. Pelatihan dan Penguatan KPP
4. Pelatihan Kelompok Kerja
(POKJA) Kecamatan
5. Pelatihan Penanggung Jawab
Operasional Kecamatan
(PJOK)




1. Diseminasi dan pelatihan di
pusat dan provinsi
2. Orientasi dan workshop di
kabupaten
3. Promosi dan Ekspo Kawasan
Strategis Kabupaten (KSK) di
pusat
4. Monitoring Terpadu dari Tim
Pusat, Provinsi, Kabupaten
5. Rapat Koordinasi Nasional,
wilayah, provinsi, kabupaten
6. Review Perencanaan Tahunan,
Evaluasi Pencapaian dan

























Sumber; Hasil Analisis, 2012
Secara umum pelaksanaan tahapan
pemberdayaan masyarakat di Desa Senakin,
Aur Sampuk dan Tonang telah sesuai dengan
ketentuan dan arahan dalam program PNPM-
PISEW yang tertuang dalam Pedoman dan
Panduan, yang setiap tahapan dan prosesnya
mengikuti jadwal pelaksanaan Nasional,
disertakan dengan Berita Acara, Absen,
Dokumentasi, Notulensi dan diupload di
Sistem Pelaporan Online PISEW. Setiap
elemen pemberdayaan dituntut untuk aktif
dan terlibat dalam setiap tahapan, sehingga
mau tidak mau masyarakat dan aparat harus
melaksanakan dan terlibat aktif didalam
setiap tahapan kegiatannya
Berdasarkan teknik pengambilan sampel atau
teknik sampel yang akan digunakan dalam
penelitian ini, jumlah sampel adalah sebagai
berikut:
n  = Jumlah sampel pada penelitian ini.
N = Jumlah populasi, dalam hal ini jumlah
penduduk Desa Senakin, Tonang dan
Aur Sampuk wilayah KSK Kecamatan
Sengah Temila = 15.658 jiwa.
d = Nilai kecermatan studi yang diharapkan
10%.
Menurut Kecamatan Sengah Temila Dalam
Angka tahun 2011. Jumlah penduduk Desa
Senakin, Tonang dan Aur Sampuk adalah
15.658 jiwa. Berdasarkan asumsi di atas
maka jumlah sampel yang akan diambil
adalah sebesar:
n = N/N.d2 + 1 = 15.658/ 15.658(0,1)2 + 1 =
99,365 ≈100 sampel.
Dengan sebaran Responden:
1. Aparat/birokrasi =  21 Responden
2. LKD =  27 Responden
3. Masyarakat di lokasi PNPM PISEW=17
Responden
4. Masyarakat di luar lokasi =  19 Responden
5. Pekerja yang terlibat =  16 Responden
Jumlah = 100 Responden
Dalam konteks evaluasi terhadap sesuatu
kegiatan pemberdayaan masyarakat terdapat
metode cukup menarik yang dikemukakan
oleh Fujikake, meskipun pada sisi jumlah
indikator yang digunakan dirasakan tidak
sederhana. Menurut metode ini diperlukan 12
indikator bagi evaluasi pemberdayaan yang
dimaksud.
Tabel 2. Indikator Evaluasi Pemberdaaan
Fujikake Untuk Lima Kelompok Responden
Indikator paling ideal, ditunjukkan oleh
kelompok responden aparat, selain mereka
selalu  mendapat penguatan kapasitas
kelembagaan dari program, baik itu melalui
sosialisasi, workshop, pelatihan dan lain-lain,
mereka juga telah memiliki tingkat
pengalaman dan pemahaman yang baik
terhadap program. Sebagian besar telah
terlibat aktif dalam program-program
berbasis pemberdayaan terdahulu sebelum
PNPM-PISEW, tak jarang seorang aparat
merangkap menjadi pengurus dan
penanggungjawab beberapa program. Tingkat
keaktifan dan antusiasme aparatur desa,
kecamatan sampai kabupaten sangat tinggi
jika dilibatkan dalam program, hal ini
disebabkan mereka memperoleh SK
Pengangkatan langsung dari Bupati seperti
disyaratkan PNPM-PISEW, sebagai wujud
komitmen pemerintah daerah terhadap
pelaksanaan PNPM-PISEW.
Keberhasilan program terletak pada aparat
dan masyarakat sebagai sasaran
pemberdayaan, fisik yang terbangun hanyalah
sarana untuk mencapai kemandirian dan
pemberdayaan itu sendiri, namun hakekeat
sebenarnya orang atau man nya yang
diberikan penguatan.
Gambar 5. Evaluasi Pemberdayaan Fujikake
Untuk Lima Kelompok Responden
5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. Hakekat misi utama PNPM-PISEW
adalah penguatan kapasitas yang
menyasar pada 3 sisi: sosial ekonomi
masyarakat lokal, pengetahuan dan
pertisipasi masyarakat, dan aparatur
pemerintahan daerah. Rangkaian
pengembangan dan penguatan yang
dilakukan program ini yang terdiri dari
perencanaan, publikasi, “pemantauan,
evaluasi dan pelaporan”, pemanfaatan dan
keberlanjutan di 3 desa: Senakin, Aur
Sampuk dan Tonang telah dilaksanakan
dengan baik.
2. Meskipun sisi suku bangsa dominan
Dayak, namun variasi dalam struktur
sosial di 3 desa lokasi penelitian tetap saja
kompleks. Dalam variasi itu, pada
dasarnya terdapat satu karakter umum
warga setempat, yakni lugu dan taat.
Namun, karakter yang santun itu di
lingkungan yang kondisi ekonominya di
bawah rata-rata relatip mudah dipengaruhi
oleh provokasi negatip dan tidak
bertanggung jawab. Kata kuncinya adalah
faktor pendidikan dan pola hidup, yakni
larut dalam kehidupan yang eksklusif.
Sikap dan cara pandang warga setempat
terhadap program ini relatif banyak
dipengaruhi oleh faktor yang disebutkan
tadi. Selain manusia, faktor alam juga
berpengaruh terhadap pelaksanaan
program yang dibicarakan ini.
3. Terdapat 2 sasaran dalam
mengevaluasi pelaksanaan PNPM-
PISEW: proses dan hasil. Meskipun
ditemukan sejumlah hambatan: faktor
manusia maupun faktor alam, namun
proses pelaksanaan program ini di 3 desa
yang dimaksud telah berlangsung sesuai
dengan tahapan dan aturan yang
ditentukan. Di sisi lain, secara fisik dapat
dilihat jumlah yang tidak sedikit
hamparan infrastruktur di 3 desa lokasi
program yang sudah dapat dinikmati
warga setempat. Sementara secara moral,
program ini telah berhasil mengubah cara
pandang warga tentang yang disebut
pembangunan partisipatif, juga
menumbuhkan kesadaran pentingnya rasa
memiliki dan memelihara hasil jerih
payah yang mereka bangun selama 5
tahun itu. Betapapun, pencapaian itu
belum sepenuhnya memuaskan.
4. Perbedaan mendasar antara kondisi
sebelum dan sesudah PNPM-PISEW
terlaksana di tiga desa ini diantaranya;
- Peningkatan produksi pertanian dan
perkebunan karena infrastruktur jalan,
jembatan yang dibangun memudahkan
aksebilitas dan mobilitas petani ke sawah
dan kebun, mulai dari kemudahan
pengangkutan bibit, traktor, pemupukan,
obat-obatan, panen dan pasca panen.
Masa tanam padi yang tadinya dua kali
bisa meningkat jadi 3 kali pertahun.
Begitu pula dengan perkebunan karet,
karena akses infrastruktur yang dibangun
PNPM-PISEW hingga di tengah kebun,
produktivitaspun meningkat karena dapat
diangkut dengan mudah menggunakan
kendaraan roda tiga dan dua, waktu
tempuhpun menjadi lebih singkat.
- Peningkatan penghasilan masyarakat,
karena produktivitas pertanian dan
perkebunan meningkat, penghasilan
petanipun bertambah, termasuk income
yang mereka terima sewaktu bekerja di
pembangunan infrastruktur PNPM-
PISEW. Sektor usaha lain seperti toko
bangunan, material, sembako, foto copy,
rumah makan ikut maju dan berkembang,




keuangan dikelola masyarakat dan
dibelanjakan di lingkungan
desa/kecamatan itu sendiri. Dalam 5 tahun
pelaksanaan PNPM-PISEW,  peningkatan
penghasilan masyarakat diyakini mampu
menyumbang turunnya angka kemiskinan
di Kabupaten Landak.
- Keterlibatan masyarakat yang tinggi
dalam tahapan kegiatan PNPM-PISEW,
mulai penjaringan usulan, perencanaan,
sosialisasi, pelatihan, survey,
pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan
sampai pemeliharaan. Membuat semua
tahapan dan proses dilakukan transparan





- Kualitas keterlibatan, peran dan
tanggapan kaum perempuan terhadap
pelaksanaan program pemberdayaan
masyarakat dibandingkan dengan kaum
laki-laki secara kuantitas tingkat
partisipasinya bisa dikatakan telah
mencukupi. Hal menunjukkan kesadaran
yang baik dalam masyarakat untuk
memberikan ruang yang sama bagi
perempuan untuk berkarya dan
mengaktualkan diri. Menurut masyarakat
kaum perempuanlah yang paling mengerti
dan memahami kebutuhan dan
permasalahan keluarga. Dalam
bekerjapun diyakini perempuan lebih
disiplin, jujur, telaten dan hati-hati. Hal
ini paling mempengaruhi tingkat
keberhasilan program, disamping
tercapainya penguatan kapasitas aparatur
pemerintah, dan peningkatan indikator-
indikator evaluasi pemberdayaan seperti
partisipasi, penyampaian opini, perubahan
kesadaran, pengambilan tindakan,
kepedulian dan kerja sama, kreativitas,
penyusunan tujuan baru, negosiasi,
kepuasan, kepercayaan diri, keterampilan
manajerial, dan pengambilan keputusan
oleh masyarakat.
5. Evaluasi pemberdayaan masyarakat
bisa dilakukan melalui kajian evaluatif
terhadap proses maupun hasilnya.
Temuan evaluatif terhadap proses
pemberdayaan masyarakat di Desa
Tonang, Senakin dan Aur Sampuk
menunjukkan bahwa proses
pemberdayaan yang dilakukan telah
sesuai dengan tahapan pemberdayaan
yang ditentukan dalam PNPM-PISEW
maupun dengan literatur-literatur
mengenai pemberdayaan masyarakat.
Sedangkan temuan evaluatif terhadap
hasil menunjukkan bahwa proses
pemberdayaan yang telah berjalan selama
5 tahun telah berhasil mengubah tingkat
kesadaran masyarakat dan meningkatkan
pemahamannya untuk turut serta berperan
dalam pembangunan di komunitasnya.
Namun, untuk mencapai tingkat
kemandirian dan derajat keberdayaan
yang sesungguhnya masih diperlukan
pembelajaran lebih lanjut yang harus
dilakukan secara kontinyu dan terpadu.
6. Betapapun samarnya, pemberdayaan
masyarakat melalui pemberdayaan
lingkungan dan sosial, secara tidak
langsung juga mendorong terlaksananya
pemberdayaan politik. Melalui rangkaian
pengembangan kapasitas, warga
masyarakat bisa banyak belajar mengenai
kelembagaan, kepemimpinan dan
manajemen komunitas. Dengan begitu,
dalam kesadaran mereka diharapkan
tumbuh rasa tanggungjawab yang lebih
besar dalam pembangunan dan memiliki
posisi tawar yang lebih besar dalam
hubungannya dengan pihak lain di luar
komunitasnya.
7. Hakikat program pemberdayaan
adalah pembelajaran bagi masyarakat,
sehingga pelaksanaaan program diarahkan
berkolaborasi dan sinergi dengan program
pembangunan sektor daerah juga dengan
program-program sejenis lainnya dalam
satu kerangka tujuan, yaitu pembangunan
wilayah terpadu (integrated regional
development), bisa dikatakan bahwa
elemen utama dari pemberdayaan adalah
pengembangan kapasitas masyarakat itu
sendiri. Rangkaian pengembangan
kapasitas dalam PNPM-PISEW telah
dijalankan dengan baik, dengan
menggunakan pendekatan sosio-kultural
yaitu dengan memperhatikan aspek
keagamaan, aspek gender, kearifan lokal
dan kebiasaan sehari-hari masyarakat.
REKOMENDASI
1. Dalam keberagaman karakter, kondisi dan
watak suatu komunitas warga tentu
berpengaruh terhadap pemilihan model
pemberdayaan yang diterapkan. Oleh
karena itu, perlu ada kesesuaian antara
indikator pemberdayaan masyarakat yang
digunakan dan karakteristik komunitas itu
dan karakteristik program yang
dijalankan.
2. Diperlukan waktu yang tidak pendek
untuk menjadikan masyarakat, selaku
pelaksana program pemberdayaan,
mandiri dan berdaya sehingga
dimungkinkan dapat mengelola
pembangunan dalam komunitasnya. Oleh
karena itu, peran dan keberadaan
fasilitator pendamping masih diperlukan
dan harus tetap dipertahankan sampai
masyarakat benar-benar terbiasa dengan
proses-proses pemberdayaan yang
dijalankan serta telah menjadi budaya
bagi masyarakat tersebut.
3 Khususnya kaum perempuan perlu adanya
penambahan kegiatan dan porsi
pembelajaran yang lebih banyak dalam
program pemberdayaan masyarakat,
untuk meningkatkan peran dan
keterlibatannya dalam pembangunan pada
khususnya dan penanggulangan
kemiskinan pada umumnya.
4. Perlu dirintis jalinan kerjasama secara
langsung antara komunitas warga desa
dengan unsur perguruan tinggi. Melalui
kerjasama tersebut perguruan tinggi dapat
menjalankan misinya untuk pengabdian
masyarakat, dan masyarakat bisa
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